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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN

PELAKSANAAN BIDANG PEMBANGUNAN DAXRAH TERTINGGAL

DAN PENANGANAN RAWAN BENCANA

MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menrnrban.g a

b

bahwa dalam langka mewujudkan halmonisasi dan sinergi
perencanaarl dan pelaksanaan Llpaya-upaya percepatan
pembangunan daerah tertinglal dan pengurangan indeks risiko
bencana antar kemente rian/lembaga, pemerintah daerah,
organisasi non-pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil,
perlu dilaksanakan kegiatan percepatan pclaksanaan bidang
penrbangunan daerah tertingg al dan penanganan rawan
bencana untuk nrendukunl; pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 24 Tahtn 2OO7 tentanS PenanSSulangan Bencana,

Peraturan Penrerintah Nomor' 78 Tahun 2014 tentang
Percepatan Penrbangunan Daerah Tertinggal, dan Pelaturan
Presiden Nonor 131 Tahun 201,5 tenlanS Penetapan Daerah
Tertinggal 2015-2O19;

bairwa berdasarkan pcrtimbangan sebagair.nana dimaksud
dalanr huruf a, perlu membentuk Tirn Koordinasi Strategis
Pcrccpatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Penanganan Rawan Bencana;

bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam
l,ampiran Kcputusan ini dianggap mampu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai

anggoia Tim Koordifrasi Strategis Percepatan Pelaksanaan

Bidang Pembangunan Daerah Tertin5gal dan Penanganan
Rawan Bencanal

Undang-UndanS Nonlor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Angarun 2077
(Lembaran Negara Republik lndonesia lilhun 2016 Nomor

C

Mcngingat : 1

240 .



Menetapkan

PERTAMA

24O, Tambahan lr'nlbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5948);

2. Peratr,]fan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Pelaksanaan An&garun Pendapatan dan Belanja NeSara;

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentanS Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019;

4. Peraturarl Presiden Nomor 7 Tahsn 20'15 tentang Organisasi

Kementerian Negaral

5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2O16 tentanS Rencana

Kerja Penrerintah T ahun 20 7 7 ;

6. Peraturan Presiden Nontor 65 Tahun 2075 tentanS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai ana telah diubah
den8an Peraturan Presiden Non.ror 20 Tahun 2016;

8. Pe raturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun

2016 tentang OrSanisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencan aan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun

2016 tentanS Perencatlaan, Pelaksanaan, Pelaporan,

Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MXMUTUSKAN:

KEPI]TUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAI/KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAI DAN PENANGANAN RAWAN BENCANA.

Membentuk Tinr Koordinasi StrateSis Percepatan Pelaksanaan

Bidang PenrbangLtnan Daetah Tertinggal dan Penanganan Rawan

Bencana untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi StrateSis Daerah

TertinSSal dat'l Rawan Bencana, dengan susunan keanggotaan

sebagaimatra tercantuut dalaur lanlpiran Keputusau ini.

Tirrr Koordinasi Strategis Daerah Tertinggal dan Rawan Rencana

terdiri atas terdiri atas Tint Pengarah, PenanSSunS Jawab, Tinl

Pelaksatla dan Tenaga Pendukung.

KEDUA

KETIGA


